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Staf Ahli Walikota Surakarta
Asisten Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ UPTD/ Puskesmas/ Satuan
Pendidikan/ Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Direktur RSUD dan BUMD Kota Surakarta

SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN JAM PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2023

tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur

Sipil Negara serta dalam rangka jaminan kepastian pelayanan publik, perlu

penegasan penerapan jam pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota

Surakarta.

Maksud dan Tujuan

Maksud : Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima

di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Tujuan :

1) memberikan kepastian akses pelayanan publik bagi pengguna layanan;

2) memberikan keseragaman standar jam pelayanan pada Unit Pelayanan

Publik (UPP) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di

Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Ruang Lingkup

Pedoman penerapan jam pelayanan serta monitoring dan evaluasi kesiapan

penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
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4. Dasar  

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pelayanan Publik; 

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Hari Kerja dan Kerja Instansi Pemerintah; 

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 

g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 

tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 

h. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mal 

Pelayanan Publik; 

i. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja 

dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu; 

k. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 060/148 Tahun 2023 tentang Hari 

Kerja dan Jam Kerja Khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah 

Kota Surakarta. 

 

5. Isi Edaran 

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah 

Kota Surakarta, perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut: 

a. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi 

instansi untuk kepentingan pelayanan publik. 

b. Jam operasional layanan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Surakarta dimulai sesuai jam kerja perangkat daerah, meliputi: 

1) Perangkat Daerah/Kelurahan/UPTD (5 hari kerja) : 07.30 – 16.30 WIB  

2) RSUD/Puskesmas (6 hari kerja)  : 07.00 – 15.00 WIB  

3) Satuan Pendidikan (5 hari kerja)  : 07.00 – 16.00 WIB  
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c. Untuk meningkatkan kualitas layanan di Lingkungan Pemerintah Kota

Surakarta, Kepala Unit Pelayanan Publik wajib memastikan kesiapan

dan keberlangsungan pelayanan sesuai jam operasional sebagaimana

dimaksud pada huruf b.

d. Kepala perangkat daerah agar menetapkan Jam Pelayanan dengan

Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta mempublikasikan jam

Pelayanan kepada pengguna layanan melalui Media Cetak dan / atau

Media Elektronik, meliputi :

1) Waktu Mulai Pelayanan wajib dimulai Jam 07.30 WB;

2) Waktu lstirahat (tanpa jeda pelayanan) sebagaimana diatur dalam

ketentuan jam kerja;

3) Batas akhir waktu penerimaan register layanan sesuai karakteristik

jenis layanan, utamanya kebutuhan waktu penyelesaian layanan;

4) Batas akhir jam layanan langsung kepada masyarakat, maksimal 30

(tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir, sebagai waktu persiapan

layanan hari berikutnya;

5) Bagi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan di luarjam kerja

diatur sesuai kebutuhan pengguna layanan.

e. Dalam menetapkan Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d,

mempertimbangkan :

1) Batas akhir jam layanan untuk unit kerja sejenis harus sama;

2) Khusus RSUD dan Puskesmas memenuhi bobot waktu pelayanan

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan

Perseorangan (UKP) sesuai regulasi;

3) Layanan pendukung: sesuai jam kerja perangkat daerah.

f. Bagi perangkat daerah yang memiliki outlet layanan pada Mal Pelayanan

Publik Pemerintah Kota Surakarta, agar menugaskan minimal 2 (dua)

orang pada outlet untuk memastikan layanan tidak berhenti pada saat jam

istirahat.

g. Perangkat Daerah agar mengupload Keputusan sebagaimana dimaksud

pada huruf d pada Sistem lnformasi Kinerja Pelayanan Publik Kota

Surakarta (SIJALAK KOAR) paling lambat 24 Desember 2025 dengan

format yang dapat diunduh melalui s. id/Bimtekjampelayanan;

h. Rapat koordinasi internal Pemerintah Kota Surakarta, khususnya yang

melibatkan petugas layanan pada RSUD, puskesmas, satuan

pendidikan, dan kelurahan diutamakan secara daring tanpa

mengganggu layanan kepada masyarakat dan/ atau secara luring setelah

jam 13.00 \MB.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 571 11
Telepon (0271 ) 644644, F€D(. (0271) 6644308, Website: setda.surakarta.go.id,

Email: setda@surakarta.qo. id



4

i. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur penugasan petugas layanan di

unit kerjanya dengan mengutamakan keberlangsungan layanan di dalam

kantor sesuai Jam Pelayanan yang ditetapkan, meliputi:

1) Aparatur Sipil Negara (PNSIPPPI(PPPK Paruh Waktu);

2) secara bergantian pada jam istirahat;

3) minimal 1 (satu) pejabat struktural dan 1 (satu) pelaksana yang

berkompeten.

j. Kepala Unit Pelayanan Publik wajib melaksanakan monitoring dan

evaluasi penerapan jam pelayanan dengan melakukan foto berkala

terhadap tempat penyelenggaraan pelayanan publik melalui Sistem

lnformasi Kinerja Pelayanan Publik Kota Surakarta (SIJALAK KOAR)

setiap hari, meliputi:

1) Mulai Layanan

- Lokasi layanan dalam ruangan paling lambat jam 07.30 WIB

dengan menampilkan petugas berpakaian dinas sesuai ketentuan

yang berlaku dan alat kerjanya di front office serta ruangan layanan

langsung masyarakat atau layanan utama unit kerja

- Lokasi layanan di luar ruangan sesuai penugasan (paling banyak 2

(dua) aktivitas yang berbeda)

- Keterangan Kegiatan menerangkan aktivitas yang sedang dilakukan

2) Waktu lstirahat

- Lokasi layanan dalam ruangan jam 12.20 WB - 12.35 WIB dengan

menampilkan petugas berpakaian dinas sesuai ketentuan yang

berlaku dan alat kerjanya di front office serta ruangan layanan

langsung masyarakat atau layanan utama unit kerja

- Keterangan Kegiatan menerangkan aktivitas yang sedang dilakukan

3) Selesai Layanan

- Lokasi layanan dalam ruangan dalam rentang waktu 30 menit

sebelum jam pelayanan selesai pada ruangan layanan langsung

masyarakat atau layanan utama unit kerja

- Keterangan Kegiatan menerangkan aktivitas yang sedang dilakukan

k. Bagi petugas yang melakukan layanan di luar ruangan setelah selesai

melaksanakan tugas wajib kembali ke kantor masing - masing.

L Evaluasi penerapan jam pelayanan dilaksanakan melalui verifikasi secara

berjenjang melalui SIJALAK KOAR oleh pejabat struktural yang

membidangi pelayanan publik, meliputi :

1) Secara harian oleh masing - masing Perangkat Daerah/ RSUD/ Unit

Kerja/ UPTD/ Puskesmas/ Satuan Pendidikan/ Kelurahan/ BUMD;
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2) Secara mingguan oleh Perangkat Daerah yang mencakup RSUD/ Unit

Kerja/ UPTD/ Puskesmas/ Satuan Pendidikan/ Kelurahan dibawah

kewenangannya;

3) Secara bulanan oleh Bagian organisasi yang mencakup seluruh Unit

Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

m. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan submit laporan monitoring dan

evaluasi penerapan jam pelayanan paling lambat tanggal 2 bulan

berikutnya.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 19 Desember 2025

a.n. Wali Kota Surakarta,
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Tem busan:

1. Wali Kota Surakarta

2. Wakil Walikota Surakarta
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